BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO

NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG

PERTANGGUNGIAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang :

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Kepala Daerah
mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD) Kepada Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah
Pohuwato tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
20109.

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi

dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999  tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;

. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang

Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negera Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4060);

. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan

Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi
Gorontalo {Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 26
Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4269);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

. Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004  tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4355};

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);



9.

10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5234} sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 {Lembaran Negaran Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679};

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Pembinaan dan  Pengawasan  atas  Penyelenggaran
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4090);



15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana
Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4405};

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575) sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

139, Tambahan Lebaran Negara Republik Inidonesia Nomor
4577);



21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Laporan
Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041});

Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007,
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tahun Nomor 109, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 97);



28. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 12 Tahun
2018 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pohuwato Tahun 2018 Nomor 211};

29. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019, tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pohuwato Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Pohuwato Tahun 2019 Nomor 217).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POHUWATO
dan
BUPATI POHUWATO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TENTANG

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2019.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:

(2)

a.

b.

f.

g.

Laporan Realisasi Anggaran;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Laporan Operasinal;

Laporan perubahan saldo anggaran lebih,;
Laporan perubahan ekuitas;

Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan

laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah /Perusahan Daerah.



Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a

tahun anggaran 2019 sebagai berikut :

a.
b.

Pendapatan Rp. 970.534.277.246,48
Belanja Rp. 980.900.060.865,56
Surplus/(Defisit) Rp. (10.365.783.619,08)
Pembiayaan

a. Penerimaan Rp. 30.143.013.378,03
b. Pengeluaran Rp. 7.000,000,000,00
Pembiayaan Netto Rp. 23.143.013.378,03

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

sebagai berikut :

1.

Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.
25.750.393.941,52

dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp.996.284.671.188,00
b. Realisasi Rp.970.534.277.246,48

Selisih lebih /kurang Rp. 25.750.393.941,52
Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 38.524.500.253,44

dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.019.424.561.119,00
b. Realisasi Rp. 980.900.060.865,56
Selisih lebih/kurang Rp. 38.524.500.253,44

Selisih anggaran dengan realisasi surplus / defisit sejumlah
Rp. (12.774.106.311,92) dengan rincian sebagai berikut :

a. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. (23.139.889.931,00)
b. Realisasi Rp. (10.365.783.619.08)




Selisih lebih /kurang Rp. (12.774.106.311,92)

4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah
Rp. (3.123.447,03) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan setelah perubahan Rp. 30.139.889.931,00
b. Realisasi Rp. 30.143.013.378,03

Selisih lebih /kurang . Rp (3.123.447,03)

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah

Rp. 0,00, dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pengeluaran setelah perubahan Rp 7.000.000.000,00
b. Realisasi Rp. 7.000.000.000,00

Selisih lebih /kurang Rp. 0,00

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp. (3.123.447,03) dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran pembiayaan netto
setelah perubahan Rp. 23.139.889.931,00
b. Realisasi Rp. 23.143.013.378,03
Selisih lebih/kurang Rp. (3.123.447,03)
Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf b per 31 Desember 2019

sebagai berikut:

a. Jumlah asset Rp. 1.334.977.024.044,28

b. Jumlah kewajiban Rp. 12.027.376.460,51

c. Jumlah ekuitas dana Rp. 1.322.949.647.583,77
Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf ¢ untuk tahun

yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2019 sebagai berikut :
a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2019 Rp. 30.235.369.212,31



b. Arus Kas dari aktivitas operasi Rp. 178.385.078.652,29

c. Arus Kas dari aktivitas investasi Rp. (188.750.862.271,37)
d. Arus Kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (7.000.000.000,00)
e. Arus Kas dari aktivitas transitoris Rp. (27.270.224,14)

f. Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2019 Rp.  12.842.315.369,09

Pasal 6

Laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d untuk

tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

a. Pendapatan - LO Rp.1.002.664.828.763,78
b. Beban Rp. 867.280.238.228,75
c. Surplus/defisit dari operasi Rp. 135.384.590.535,03
d. Surplus/deficit dari kegiatan non operasional Rp. 53.903.250,00
e. Surplus/defisit sebelum pos luar biasa Rp. 135.438.493.785,03

Surplus/defisit dari pos luar biasa Rp. (424.600.000,00)
g. Surplus/defisit - LO Rp. 135.013.893.785,03

Pasal 7

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal
1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019

sebagai berikut :

a. saldo anggaran lebih awal Rp. 30.143.013.378,03
b. penggunaan SAL sebagai penerimaan

pembiayaan tahun berjalan Rp. 30.143.013.378,03
c. sub total ‘ Rp. 0,00
d. sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran Rp. 12.777.229.758,95
e. sub total Rp. 12.777.229.758,95

f. koreksi kesalahan, pembukuan tahun

sebelumnya Rp. 0,00
lain-lain Rp. 0,00
h. saldo anggaran lebih akhir Rp. 12.777.229.758,95

0



Pasal 8

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut:

a. ekuitas awal Rp. 1.218.332.051.027,43

b. surplus/defisit — LO Rp. 135.013.893.785,03

c. Koreksi Nilai Persediaan Rp. 1.852.848.523,54

d. Koreksi ekuitas lainnya Rp. (32.249.145.752,23}

e. ekuitas akhir Rp. 1.322.949.647.583,77
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 huruf g
tahun anggaran 2019 memuat informasi, baik secara kuantitatif maupun

kualitatif atas pos-pos laporan keuangan

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1

tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini terdiri dari :
a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran,;

b. Lampiran .1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut

Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;

c. Lampiran 1.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

d. Lampiran 1.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan
Kegiatan;

e. Lampiran [.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Menurut Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan

Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan

Keuangan Negara;
f. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

g. Lampiran III : Laporan Operasional;



e .

Lampiran VIII

. Lampiran IX

. Lampiran X

. Lampiran IV Laporan Perubahan Ekuitas;
Lampiran V Neraca;
Lampiran VI Laporan Arus Kas;
Lampiran VII Catatan Atas Laporan Keuangan;

Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah,;

Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak
Tertagih;

Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan

Dana Bergulir;

Lampiran XI Daftar Penyertaan Modal (Investasi}) Daerah;
Lampiran XII Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah;
Lampiran XIII Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
Lampiran XV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Lampiran XVI Daftar Dana Cadangan Daerah;
. Lampiran XVII Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Lampiran XVIII Daftar Kewajiban Jangka Panjang;

. Lampiran XIX Daftar Kegiatan-kegiatan yang Belum Diselesaikan
Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali
dalam Tahun Anggaran Berikutnya;

Lampiran XX Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik

Daerah.

Pasal 11

Bupati Pohuwato menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;



Pasal 12
Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 10 Agustus 2020

Diundangkan di Marisa
pada tanggal, 10 Agustus 2020
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

ISKANDAR DATAU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2020 NOMOR 228

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN POHUWATO PROVINSI
GORONTALO ( 10 / 17 /2020)



